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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara
Cerai Gugat antara :

Penggugat , Umur 35 tahun, Agama lIslam , Pendidikan terakhir SMEA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal /
kediaman di Jalan
XXXXXXXXXXXHXXXKHRXXXHEXXXHEXXXKKXX KX KKK XXKKXXXKKXXXKKXXX
xx Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat , Umur 35 tahun, Agama lIslam, Pendidikan terakhir SMP Tidak
Tamat, pekerjaan Sopir, dahulu tempat tinggal / kediaman
di Jalan
XXXXXXXHXXXXHXXXKHEXXXHEXXXKEXXXKHXXXKHXXKKKXXXKKXXXKKXXXXKXXX
Kota Pekanbaru, Sekarang tidak diketahui tempat tinggal/
kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dimuka

sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04

September 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1069/Pdt.G/2014/

PA.Pbr pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut :
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa pada tanggal 28 September 2000, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar,
sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxx, tertanggal
07 Oktober 2000;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah sewa di Tampan Permai,
selama lebih kurang setahun, kemudian berpindah-pindah rumah sewa
didalam wilayah Kota Pekanbaru sebanyak tiga kali pindah selama lebih
kurang lima tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama
pada alamat Penggugat diatas dan pada sekitar pertengahan tahun 2012
Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak
diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah

Republik Indonesia;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan
layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang
anak (perempuan), lahir 14 Februari 2002 dan saat ini anak tersebut saat
ini ikut bersama Penggugat ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan damai, akan pada sekitar pertengahan tahun 2012
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis
lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah
tangga yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

a. Tergugat telah meninggalkan Penggugat semenjak kepergiannya
pada sekitar pertengahan tahun 2012, yang sampai saat ini telah
lebih dua tahun lamanya dan sekarang tidak diketahui dimana
tempat kediamannya;

b. Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat
dan anak semenjak kepergiannya pada sekitar pertengahan tahun

2012, yang sampai saat ini telah lebih dua tahun lamanya;
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c. Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi

Penggugat dan anak, serta tidak memberi tahukan kabar berita
keberadaannya semenjak kepergiannya pada sekitar pertengahan

tahun 2012, yang sampai saat ini telah lebih dua tahun lamanya;

5. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2012 Tergugat keluar dari tempat
kediaman bersama dengan beralasan ingin pergi mencari pekerjaan dan
semenjak saat itu terputus komunikasi dan tidak lagi berhubungan

sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa keluarga Penggugat menyerahkan semua keputusan terkait
persoalan rumah tangga ini sepenuhnya pada Penggugat dan keluarga
Tergugat tidak pernah mau mempedulikan mengenai persoalan rumah

tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan
datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat atas Penggugat dengan uang iwadh
sebagaimana ditentukan;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:
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Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir
untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.Bukti Tertulis:

1. Surat Keterangan Gaib Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Desember
2014,an. Tergugat oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n.Tergugat sebagai suami dan
Penggugat sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama
Kecamatan KUA Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Nomor:
XXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 07 Oktober 2000, fotokopi mana telah diberi
materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan
aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut:

1. Saksi 1,, umur 37 tahun, Agama lIslam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
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Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Saksi tersebut memberikan

keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah tetangga Penggugat,sejak 10 tahun sampai sekarang
Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat dan
selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai, 1
(satu) orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama
Penggugat
Bahwa Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena
sejak tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang
sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bahkan keberadaan
Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi;
Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat karena saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan
Tergugat bertengkar;
Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi dari kediaman bersama ia
tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta
untuk dijadikan nafkabh;
Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat
pernah mencari keberadaan Tergugat melalui teman dekat Tergugat
namun menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
Bahwa Saksi pernah menasehati dan menyarankan agar Penggugat
bersabar menunggu kepulangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap

dengan pendiriannya untuk bercerai;

2. Saksi Il, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
bertempat tinggal didalan = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Saksi tersebut memberikan

keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah tetangga Penggugat sekitar 9 tahun.
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Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan

Tergugat;

Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah
dikaruniai, satu orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal
bersama Penggugat

Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan harmonis sejak Tahun 2012 Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah kembali
lagi bahkan keberadaan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi;
Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat karena saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan
Tergugat bertengkar;

Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi dari kediaman bersama ia
tidak pernah memberikan nafkah serta tidak ada meninggalkan harta
yang bisa dijadikan nafkah;

Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat
pernah mencari keberadaan Tergugat melalui teman dekat Tergugat
yang menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
Bahwa Saksi pernah menasehati dan menyarankan agar Penggugat
bersabar menunggu kepulangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap

dengan pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan
tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu
apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatan selanjutnya mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah
Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya

dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara
ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat
dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu
majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam
persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai
sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 131 KHI. Walaupun
demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati
Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, usaha
perdamaian/ mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA No: 1
tahun 2008, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar Penggugat mau
bersabar dan memusyawarahkan kembali dengan Tergugat untuk memperbaiki
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap keras

pendiriannya mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat juga tidak dapat didengar

karena tidak pernah hadir dipersidangan;
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Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah menikah

dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2000 di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai
adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi
disebabkan yang pada pokoknya adalah :

a. Tergugat telah meninggalkan Penggugat semenjak kepergiannya
pada sekitar pertengahan tahun 2012, yang sampai saat ini telah
lebih dua tahun lamanya dan sekarang tidak diketahui dimana
tempat kediamannya;

b. Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat
dan anak semenjak kepergiannya pada sekitar pertengahan tahun
2012, yang sampai saat ini telah lebih dua tahun lamanya;

c. Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi
Penggugat dan anak, serta tidak memberi tahukan kabar berita
keberadaannya semenjak kepergiannya pada sekitar pertengahan

tahun 2012, yang sampai saat ini telah lebih dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ada
jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan
walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan majelis berkesimpulan
Tergugat dianggap tidak membantah/ mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1 dan P.2.) dan dua orang saksi
di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap
keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan
ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan
suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat

harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;
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Menimbang, bahwa bukti surat (P2.) yang diajukan Penggugat

adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat
ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang
disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima,
dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 September 2000 dan karenanya
Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in
judicio);

Menimbang bahwa saksi pertama saksi | tetangga Penggugat
memberikan kesaksian bahwa Tergugat sudah pergi dari tempat kediaman
bersama 2 tahun lebih, tanpa biaya dan tidak ada harta yang ditinggal yang

bisa dijadikan nafkah;

Menimbang, bahwa saksi kedua saski Il tetangga Penggugat
memberikan kesaksian bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai
sekarang sudah 2 tahun lebih tanpa nafkah lahir dan bathin serta Tergugat

tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwaberdasarkandalil yang diajukan
Penggugatdandihubungkan dengan alatbukti P1, dan P.2sertakesaksiandua

orang saksiMajelisdapatmengambilkesimpulanbahwa :

¢ PenggugatdanTergugatadalahsuamiisteri yang shah yang
menikahpadatanggal28 September 2000, punya anak 1 orang dan
belumpernahbercerai;

e BahwaantaraPenggugatdanTergugattelahberpisahlebih 2 tahun dan
semenjak itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat berupa nafkah
lahir dan bathin serta tidak ada harta yang bisa dijadikan nafkah;

e Bahwa antara Penggugatdan Tergugat tidak mungkin lagi hidup

bersama;

Menimbangbahwaberdasarkanfaktatersebut
diatasrumahtanggaPenggugatdanTergugattidakmungkinlagiuntukdisatukan,

telahberpisah2  tahun  tanpa  nafkah  lahir ~ dan  bathin  serta
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tidakadalagikamunikasiantaraPenggugatdanTergugat yang

berakibatkantidakadanya rasa kasihsayang
diantaraPenggugatdanTergugatapalagiuntukmelahirkanrumahtanggabahagia,sa
kinahdanmawaddahberartirumahtanggaPenggugatdanTergugattelahpecah

( broken marriage ) sertatidakadaharapanlagiuntukrukundalamrumahtangga;

Menimbangbahwadengankeadaansepertitersebutdiatas,
jikaperkawinantersebuttetapdipertahankanakandapatmenimbulkanbahaya
(mafsadat) bagiPenggugat, makaMajelis Hakim
berpendapatbahwameskipunperkawinanadalahSunnahRasulullah,
makaperceraianadalahsalahsatujalanuntukpenyelesaiaannyadikarenakanmeng
ambilmanfa’atlebihdiutamakanketimbangkemudharatan kalau tetap
dipertahankan akan melenceng
daritujuanperkawinanuntukmembentukrumahtangga yang bahagiadankekal
yang dilandasidengancintadankasihsayangsebagaimanamaksudpasal 1

Undang-undangNomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa
Tergugat telah melanggar shigat Taklik Talak yang diucapkannya point 1,2 dan
4 vyaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat 3 bulan lebih
senyatanya 2 tahun lebih dan Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat
lagi 6 bulan lebih bahkan senyatanya 2 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil Penggugat yang
menyatakan bahwa Penggugat tidak redha dan tidak tahan lagi atas sikap
Tergugat yang telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkannya point 1, 2
dan 4 sebagaimana tersebut diatas serta Penggugat tidak ingin lagi
melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat pada
kesimpulannya menyatakan untuk dapat bercerai dengan Tergugat dan
Penggugat bersedia membayar uang ‘iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
dan telah membayarnya maka dengan demikian syarat untuk terlaksananya
taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 PP.Nomor 9

tahun 1975, dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian
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dapat terjadi dengan alasan: “Suami melanggar taklik talak angka 1, 2,3 dan 4

s
15

% 4

I ”_'.. b

sebagaimana disebutkan diatas;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan

nash-nash syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW.:
adde alll Glo all s of ais all crioy il B9e 1 508
> J>l 5T YW o> Labo Y] grabisall ar sil> glall JB alws
ols,) b Jol sl Vo o> Uo s V] egbog i cole Oalusolls
(30,3l
Artinya: Diterima dari ‘Amru ibn ‘Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW.
pernah bersabda: “Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-
orang lIslam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang telah
dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan
Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang
telah mereka buat kecuali perjanjan apa saja dengan
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-

Turmidziy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis tersebut majelis
berpendapat, janji taklik talak yang diucapkan Tergugat bukanlah janji yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, oleh karena itu
Tergugat terikat dengannya;

2. Pendapat Ahli fikih dalam kitab Syarqawiy ‘ala al-Tahrir Juz 2, halaman
304, yang berbunyi sebagai berikut:

Laalll aiios Yot dg>g, 299 dtuay LM §le (yog

Artinya: Siapa saja yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka
talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai
implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis sependapat dan

mengambil alih pendapat Ahli Figih tersebut menjadi pendapat majelis;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum, telah sesuai
dengan maksud pasal 19 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975 dan Pasal116 huruf (b
dan g ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan maksud pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah terpenuhi oleh karena itu dapat
dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu Khuli Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama
berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ditempat domisili dan
ditempat Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)
Undang-UndangNomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan,
tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat
(Penggugat ) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tambang, Kabupaten Kampar , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

untuk itu;
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5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

dhitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1436 Hijjriyah, oleh Drs. H.
Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis,Dra. Hj. Detwati, MH, dan Drs.
Mardanis, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Zulfahmi, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa
dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Detwati, MH Drs. Mardanis, SH., MH

Panitera Pengganti,

Zulfahmi, S.Ag., MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Proses : Rp. 50.000,-
Panggilan : Rp. 240.000,-
Redaksi : Rp. O,-
Meterai : Rp. O,-
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